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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT SERTA
DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Kasus : Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)

Oleh:
RIZKI ANANDA

Peredaran uang palsu merupakan tindak pidana yang merugikan perekonomian
nasional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap alat pembayaran yang sah.
Dalam konteks ini, keterlibatan lebih dari satu pelaku (turut serta) menjadi
tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Salah satu kasus konkret
adalah Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl, yang menjadi fokus penelitian ini.
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta
pengedaran uang palsu, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap para pelaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar
pertimbangan hukum yang digunakan hakim serta menelaah bagaimana konstruksi
pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang secara bersama-sama
mengedarkan uang palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat bukti yang
sah berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti, serta pengakuan terdakwa. Ketiga
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara
bersama-sama (medepleger). Pertimbangan hakim juga mempertimbangkan unsur
memberatkan  dan  meringankan  dalam  amar  putusan.  Penerapan
pertanggungjawaban pidana merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian
ini menunjukkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan, asas
legalitas, dan sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia.

Kata Kunci : Pengedaran Uang Palsu, Turut Serta, Pertimbangan Hakim,
Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.
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ABSTRACT
AN ANALYSIS ON JUDGES’ DECISION ON THE CASE OF
PARTICIPATION IN THE CRIMINAL ACT OF
COUNTERFEIT MONEY DISTRIBUTION
(CASE STUDY: DECISION NUMBER 435/Pid.B/2023/PN Bgl)

By:
Rizki Ananda

The circulation of counterfeit money is a criminal act that harms the national
economy and undermines public trust in legitimate means of payment. In this
context, the involvement of more than one perpetrator (participation) poses a
particular challenge in the law enforcement process. One concrete case is
Decision Number 435/Pid.B/2023/PN Bgl, which becomes the focus of this
research. The problems examined in this study are how judges conmsider
sentencing perpetrators involved in the criminal act of distributing counterfeit
money, and how criminal liability is applied to those perpetrators. This research
aims to analyze the legal considerations used by judges and to examine how the
construction of criminal liability is implemented against perpetrators who jointly
distribute counterfeit money. The research method employed is normative
juridical, using statutory and case approaches. Data were obtained through library
research and analyzed qualitatively. The findings show that the panel of judges
considered valid evidence in the form of witness testimony, expert statements,
physical evidence, and the defendants’ confessions. The three defendants were
proven legally and convincingly to have jointly committed a criminal act
(medepleger). The judges also took into account aggravating and mitigating
circumstances in their verdict. The application of criminal liability refers to
Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This
study demonstrates that the judges’ decision is in line with the principles of
justice, legality, and the evidentiary system under Indonesian criminal procedure
law.

Keywords: Counterfeit Money Distribution, Participation, Judges’

Considerations, Criminal Liability, Court Decision
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan dan
teknologi semakin canggih, dan semakin mudah melakukan berbagai
kejahatan demi keuntungan, meskipun merugikan orang lain. Kejahatan
yang dilakukan saat ini begitu kompleks bahkan terdapat sindikat kejahatan
tersebut yang sulit dideteksi. Di antara berbagai jenis kejahatan, ada pula
yang melibatkan uang, seperti pemalsuan uang. Bank Indonesia yang
bertugas mengelola peredaran uang mengatakan peredaran uang palsu
semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tentu sangat merugikan
bangsa dan masyarakat.

Uang adalah alat tukar sah atau ukuran nilai (satuan hitung) yang
dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak,
atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu. Uang
adalah suatu barang yang dapat ditukar dengan barang lain, digunakan untuk
menilai barang lain, atau disimpan'. Menurut pasal 1 ayat (9) Undang-
Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang dimaksud rupiah palsu

adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya

! Harefa, P. G., Idham, 1., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan
Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal
Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia



menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan,
Atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum?.

Begitu pentingnya uang sehingga beberapa orang berusaha untuk
memiliki uang sebanyak mungkin, bahkan dengan melanggar hukum seperti
memalsukan uang. Banyak orang menggunakan cara cepat untuk
mendapatkan uang. Dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, orang dapat dengan mudah mereproduksi mata uang tersebut
persis seperti aslinya. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Fuji Handayani
Als Fuji Bin Misnan, Anggi Yoga Pratama Als Anggi Bin (alm) Wahono dan
Ernando Saputra Als Nando Bin Mus H.R.

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 19.00
wib Para Terdakwa membuka akun jual beli di facebook untuk membeli satu
unit handphone merk Xiomi 11 T warna Abu-Abu Metalik milik saksi
korban Rachmad Hidayat Als Rachmad Bin Surya Maulana dengan harga
Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang
rupiah palsu yang sudah disiapkan oleh para terdakwa, setelah terjadi
kesepakatan harga.

Lalu Para Terdakwa langsung mengajak saksi korban untuk bertemu
di Depan Pom Bensin Kampung Bali untuk melakukan transaksi pembelian
handphone. Sesampainya di depan pintu masuk POM Bensin Kampung

Bali, Terdakwa I menyerahkan uang Rupiah Palsu pecahan seratus ribu

2 Kusrakhmanda, R., & Sulchan, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan
Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).



rupiah sebanyak 40 (Empat Puluh) Lembar dan 5 (Lima) Lembar uang
seratus ribu Rupiah Asli kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, selanjutnya
Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu dengan saksi korban Rachmad
Hidayat Bin Surya Maulana dan saksi Sultan Damar Syaiful Bin Herdi
Syaiful.

Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menyerahkan
uang Rupiah Palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 40 (Empat Puluh)
Lembar dan 5 (Lima) Lembar uang seratus ribu Rupiah Asli kepada saksi
korban untuk membayar pembelian handphone milik saksi korban tersebut
sedangkan Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar saat terjadinya transaksi
pembelian tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa II dan Terdakwa III
menerima handphone milik saksi korban tersebut, lalu para terdakwa
langsung pergi meninggalkan saksi korban, hingga akhirnya Para terdakwa
berhasil ditangkap pihak kepolisian.

Putusan kasus tindak pidana pengedaran uang palsu ini adalah
Putusan Nomor 54/ Pid.B/2023/PN Bgl. Oleh karena itu, analisis mendalam
terhadap putusan tersebut sangat relevan untuk memahami dinamika hukum
pidana, khususnya dalam konteks pemenuhan unsur pemberatan dan
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan. Penelitian ini memiliki
urgensi yang penting dalam konteks hukum dan keadilan. Penelitian ini
menjadi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
penanganan kasus turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu

oleh sistem peradilan pidana,



Urgensi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam
meningkatkan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan hakim,
yang dapat membantu memastikan keadilan dalam penegakan hukum.
Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk
penyempurnaan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa
yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang
signifikan dalam konteks hukum dan keadilan di masyarakat®. Maka dari itu
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS
PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus :
Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada
Perkara Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan
Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana
Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor
435/Pid.B/2023/PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam

Menjatuhkan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Turut Serta

3 Agama..., H. P, Rahman, A., Negeri, U. 1., & Makassar, A. (2021). Hakim Peradilan
Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mulham
Jati Aksi.



Pengedaran =~ Uang  Palsu  berdasarkan ~ Putusan =~ Nomor

435/Pid.B/2023/PN Bgl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana pada
Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan
Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut
untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum
pidana khususnya Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Turut Serta Pengedaran Uang Palsu berdasarkan Putusan Nomor
435/Pid.B/2023/PN Bgl.
2. Secara Praktis

a. Meningkatkan pemikiran kritis bagi penulis, belajar berpikir
sistematis, belajar bertanggung jawab terhadap sumber yang
dicantumkan, lebih peka. terhadap permasalahan di lingkungan
sekitar, serta dapat menambah pengetahuan.

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dikalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum
kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan analisis putusan terhadap
pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengedaran Uang Palsu

berdasarkan Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Bgl.



